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Mengingat

Menetapkan
KESATU

Kedua

KEDUA

Tembusan Kepada Yth. :

PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR W6-U7I54/KP.01.2/3/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

: Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan

pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, , biaya ringan, dan transparan maka peru
dibuat standar pelayanan.

RN =

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik ;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

. Surat KeputusanKetua Mahkamah AgungR Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan ;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri ;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor  77/DJU/SK/HM02.3/2/2018  tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negerni ;

MEMUTUSKAN

. STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadian Negeri Sekayu Sesuai dengan
Lampiran Surat Keputusan ini.

Standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Sekayu merupakan informasi layanan peradilan yang
diperuntukan bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sekayu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan digunakan sebaga pedoman dalam
pelaksanaan tugas pelayanan bagi petugas dibagian pelayanan.

D;tetapkan di: Sekayu
VA & Pad’a tanggal: Maret 2022
KEIyA PENGADﬂ.r\I NEGERI SEKAYU,
e AT

1. Ketua Pengadian Tinggi Palembang;

2. Arsip.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor (We-U7/ /KP.01.2/3/2022

Tanggal : Maret 2022
Tentang Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

| Bagian Pidana
A Prosedur Pelayanan Pendaftaran Perkara Pidana

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagamana
telah diubah dan cditambah dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undangundang Nomo : 48 Tahun 2009
tentanKekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undan Nomor : 49 Tahun
2009 Tentang  Peradilan Umum

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
: Per/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar
Operasiond Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

6.  Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor :

026/KMA/SK/II2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan

1. DASAR HUKUM Perkara Pidana

7. Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tuga dan Administrasi
Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan TataKerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradian yag berada
dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah,

1. Berkas Lengkap sesuai Checklist ;

2. PERSYARATAN ) .
2. Data/ Identitas para Pihak.
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PROSEDURDAN 1. Menerima Peimpahan berkas perkara

PELAYANAN lalu lintas dan anak dari Penyidik / 5 menit
JPU
§  Memenksa persyaratan berkas perkara 10 menit
D Menyerahkan tanda terima berkas ke 5 menit
penyidik / JPU men
4 JANGKAWAKTU ;
* | PENYELESAIAN 20 medt
5. | BIAYA/TARF - Tidak dipungut biaya
6. | PRODUK Berkas perkara

1. Melalui aplikasi SIWAS
Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003

PENGELOLAAN 2. Melalui nomor Telp.

7. Pengadilan Tinggi Palembang :
PENGADUAN (0711) 311 666

Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Sekayu :
(0714) 321 281

-~

Hadi Candra, S.H.

PENANGGUNG Panitera Muda Pidana NIP. 19760808 200904 1 001

JAWAB

B. Prosedur Pelayanan Upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

1. DASAR HUKUM Upaya hukum, banding, kasasi, 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

Peninjauan Kembali tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.l Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor @ 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: Perf21/M.PAN/11/2008,
tentang  Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan.

6. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan

7. Buku I dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan  Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
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10.

Badan Peradian yarg
dibawahnya

Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

berada

PERSYARATAN

—X

Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
Data/ Identitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
WAKTU
PELAYANAN

Menerima permohonan upaya
hukum banding, kasasi, PK, dan
Grasi

Petugas PTSP menerima permohanan

5 menit

Memeriksa persyaratan berkas
permohonan upaya hukum
banding, kasasi, PK, dan Grasi

Panmud mengecek persyaratan
permohonan upaya hukum banding, kasasi,
PK

10 menit

Membuat Akta banding, kasasi,
PK, dan Grasi setelah proses
input SIPP dilakukan.

Petugas meja Il membuat akta

15  Menit

Pemeriksaan ulang persyaratan
dan menandatangani akta
permohonan banding, kasasi

Panitera mengecek kelengkapan dan
persyaratan

5 menit

Tanda terima Akta banding,
kasasi, PK, dan Grasi kepada
pemohon

Panitera telah menandatangani akta tanda
terima upaya hukum

5 menit

Menyerahkan Berkas
Permohonan ke Kepaniteraan
Muda Pidana.

Akta dan tanda terima diserahkan kepada
pemohon

5 menit

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

45 menit

BIAYA | TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK

Berkas perkara

PENGELOLAAN
PENGADUAN

oI

Melalui aplikasi SIWAS.

Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003

Melalui nomor Telp. Pengadilan
Tinggi Palembang : (0711) 311
666

Melalui Nomor Telp. Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Pidana

Hadi Candra, S.H.
NIP. 19760808 200904 1 001
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C. Prosedur Pelayanan Penerimaan Memori, Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK Perkara Pidana

1. DASAR HUKUM

Penerimaan memori, kontra memori
banding, kasasi, dan Peninjauan
Kembali

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan
Undang-undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

6. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentana
Standar Pelayanan Peradilan

7. Buku I dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

8.  PermaNo. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradian yang berada
dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah

2 PERSYARATAN

1 Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ Identitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
3. WAKTU 1. Menerima memori fkontramemori Petugas PTSP menerima memori, kontra
PELAYANAN banding, kasasi, PK memori banding, kasasi, PK 5 menit
2. Membuat tanda terima memori konia | Tanda terima memori banding, kasasi, PK telah 10 menit
memori banding , kasasi/ akte PK diketik
3. Menyerahkan tanda terima . : :
memori/kontra memor banding kepada Pamter;u men_andatanglam tanda terima
petugas untuk meminta tanda tangan | Memon banding, kasasi, PK ol
: menit
Panitera
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4. Menyerahkan tanda terima memori
Ikontra memori banding, kasasi / PK

Tanda terima memori banding, kasasi, PK

diserahkan kepada pemohon i
kepada pihak pemohon / termohon AR S menit
(kontra memori)
JANGKAWAKTU
4. | PENYELESAIAN 25 menit
5. | BIAYA/TARF - Tidak dipungut biaya

Tanda terima memori dan kontra memori

6 | PRODUK banding, kasasi, PK
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021) 255
PENGELOLAAN 180 43
7. 3. Melalui nomor Telp. Pengadilan
FENGAQUAN Tinggi Palembang : (0711) 311 666
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281
g, | PENANGGUNG s Hadi Candra, S.H. NIP. 19760808
- | JawaAB anitera Muda Pidana 200904 1 001

D. Prosedur Pelayanan Pendaftaran Praperadilan

1. DASAR HUKUM

Pendaftaran Praperadilan

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan
Undang-undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah

Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998

Tentang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Nomor : 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.
Undang-Undang Nomor : 49

Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/112012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan
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9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
RI No. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

1. Berkas Lengkap sesuai

PERSYARATAN Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.
PROSEDURDAN . .
WAKTU 1. Menenima permohonan Petugas PTSP menerima permohonan gugatan 5 menit
PELAYANAN gugatan praperadilan praperadilan
2. Memerksa kelengkapan
persyaratan berkas h‘ergei:;ll“[kdefgkapan berkas 10 menit
cemohanan praperadilan
3. Mendaftarkan permohonan .
praperadilan ke SIPP Data pemohon praperadilan masuk di SIPP 15 menit
4. Menyerah berkas ke pidana dan
tanda tesima ke pihok yang Berkas praperadilan terdaftar dalam SIPP o
mengajukan.
JANGKAWAKTU
PENYELESAIAN 35 menit
BIAYA/TARIF - Tidak dipungut biaya
PRODUK Berkas perkara
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalu nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
PENGELOLAAN 3. Melalui nomor Telp.
PENGADUAN Pengadilan Tinggi
Palembang : (0711) 311 666
4. Melalui Nomor
Telp.Pengadilan Neger
PENANGGUNG : ; Hadi Candra, S.H. NIP. 19760808
JAWAB Panitera Muda Pidana 200904 1 001
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E. Prosedur Pelayanan Permohonan ljin Penggeledahan dan Penyitaan

1. DASAR HUKUM

Permohonan ljin Penggeledahan dan
Penyitaan

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Rl Nomor 3 Tahun 1998 Tentang

Penyelesaian Perkara
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun
2009 Tentang Peradian Umum

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :Perf21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan.

6. Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

7. Bukuldan lltentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

8.  PemaNo.7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
RI No. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

2, PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ ldentitas para Pihak.

1. Menerima dan Memerikasa

3 W AKI_EJURDAH kelengkapan Permohonan ifn Petugas PTSP menerima permohonan ijin 5 menit
» PELAYANAN persetujuan penggeledahan dan persetujuan penggeledahan dan penyitaan ment
penyitaan dari penyidik
2. Menyerahkantandaterma berkas Tanda Terima jin persetujuan 10 menit
ke penyidik penggeledahan dan penyitaan
3. Menyerahkan berkas permohonan B:ﬁemn!ﬂm? ks .
ijin penggeledahan dan penyitaan pengg penyitaan diseral 15 menit
ke pidana
4. Menerima penetapan ijin
penggeledahan dan penyitaan yang Berkas praperadilan terdaftar dalam SIPP
dikeluarkan oleh Panmud Pidana 5 menit
kemudian menyerahkan kepada
penyidik
4 JANGKA WAKTU %5 menit
’ PENYELESAIAN
5. BIAYA | TARIF - Tidak dipungut biaya
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6. | PRODUK Berkas perkara

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021)

PENGELOLAAN £ 168 e .
7. 3. Melalui nomor Telp. Pengadilan
PENGADUAN Tinggi Palembang : (0711) 311 666
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281
Hadi Candra, S.H.
PENANGGUNG . .
P Muda P NIP. 19760808 200904 1 001
8. JAWAB 'anitera Muda Pidana

F. Prosedur Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan, Pembantaran / ljin Berobat

1. DASAR HUKUM Permohonan Penahanan, 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
Pembantaran / ljin Berobat tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor § Tahun 2004 terakhir

dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

2. Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

4. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

5. Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
6. Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan
7. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
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10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

2. | PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.

1. Menerima dan Memeriksa

PROSEDURDAN Permohonan perpanjangan Petuga§ PTSP menerima permohonan ijin ‘
3. | WAKTU perpanjangan penahanan, pembantaran, dan 5 menit
PELAYANAN e, peaTantcece, Uy ijin berobat dari penyidik / JPU
berobat dari penyidik / JPU
2. Menyerahkan tandaterima berkas . o 5 menit
ke penyidic / JPU Tanda Terima dan venfkasi dari petugas
Berkas permohonan perpanjangan
M ahkan berk h
enyef HISCRAS BAEmOnn penahanan, pembantaran, dan ijin berobat )
RO Fenee ) dari penyidi / JPU ke pidana Bmend
pembantaran, dan ijin berobat peny P
4. Menerima Surat penetapan Berkas perpanjangan penahanan,
perpanjangan penahanan, pembantaran, dan ijin berobat dari penyidik /
pembantaran, dan §in berobat, JPU dibuat 15 menit
kemudian mengiimkan kepada
penyidik / JPU
JANGKA WAKTU )
4, PENYELESAIAN 30 menit
5. | BIAYA/TARFF Tidak dipungut biaya

6. | PRODUK

Berkas perkara

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS

2.  Medalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.
Pengadila Tinggi
Palembang : {0711) 311
666

4, Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeni Sekayu : (0714)
321 281

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Pidana

Hadi Candra, S H.

NIP. 19760808 200904 1 001
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G.  Prosedur Pelayanan Pengeluaran Salinan Putusan Pidana

1. DASARHUKUM Permohonan SalinanPutusan 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
tentang Mahkamah Agungsebagaimana
telah diubah danditambah dengan
Undang-undangNomor 5 Tahun 2004
terakhirdengan Undang-undang Nomor
3Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;

2. Surat Edaran Ketua MahkamahAgung
R Nomor 3 Tahun
1998TentangPenyelesaianPerkara

3. Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang KekuasaanKehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 43Tahun
2009 Tentang PeradilanUmum

5. PeraturanMenteriPendayagunaanApar
aturNegaraNomor:Per/21/M.PAN/11/2
008, tentangPedoman Penyusunan
StandarOperasional Prosedur
(SOP)AdministrasiPemerintahan.

6. Surat Keputusan KetuaMahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/11/2012
tentangStandarPelayananPeradilan

7. Buku I dan Il tentang
PedomanPelaksanaanTugasdanAdmi
nistrasiPeradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015
TentangQOrganisasi dan Tata
KerjaKepaniteraan dan
KesekretariatanPeradilan

9. Peraturan Sekretaris MahkamahAgung
RI No. 002 Tahun 2012tentang Pedoman
PenyusunanStandar Operasional
Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
danBadan Peradilan yang
beradadibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35Tahun
2012 Tentang PedomanPenyusunan
Standar OperasionalProsedur (SOP)

AdministrasiPemerintah.
1. Berkas Lengkap
2, PERSYARATAN sesuaiChecklist;
2. Data/ldentitas paraPihak.
PROSEDUR 1. Menerima Permintaan Petugas PTSP Permintaan SalinanPutusan dari
3 DANWAKTUPELAYA SalinanPutusan dari para pihak, para pihak, dan melakukanpengecekan 5 menit

NAN danmelakukanpengecekan

2. Berkoordinasidenganpanmudmasing | Menegecekdanverifikasikepanmud

1 ;
-masing terkaitpermohonansalinan Smenk
3. Salinanyangakandikeluarkanditandata| Panitera menandatangani :
p - 10 menit
ngani salinanputusan
4. Menerima salinan dari bidang Menyerahkan berkas diberikan kepada
masing-masing, kemudian pemohon yang sdh ditanda tangani Panitera )
diserahkan kepada pihak 5 menil
yangmemohonsalinan
JANGKA )
4. | WAKTUPENYELESAIAN 35 menit
- Tidak dipungut biaya
5. | BIAYAITARIF
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Berkas perkara

7. | PENGADUAN

6. PRODUK
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003
3. Melalui nomor Telp.Pengadilan
PENGELOLAAN Tiﬂggi Palembang (0711) 311

666
4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281

8. | PENANGGUNGJAWAB

PaniteraMudaPidana

Hadi Candra, S.H.
PIIP. 19760808 200904 1 001

H.

pidana

1. DASARHUKUM

Penerimaan permohonan pencabutan
banding, kasasi, dan Peninjauan
Kembali

Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor

3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Surat Edaran Ketua MahkamahAgung
R.I Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor : 49Tahun
2009 Tentang PeradilanUmum
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor:Per/21/M.PAN/11/2008,

tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan

Peradilan

Buku | dan |l tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
RI No. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya

Prosedur Pelayanan Penerimaan Permohonan Pencabutan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali perkara

. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun

2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist;
2. Data/ldentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
WAKTU PELAYANAN

1. Menerima permohonan

pencabutan perkara
banding,kasasi danPK

Petugas PTSP menerima surat permohonan
pencabutan banding, kasasi,PK

menit
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2. Membuat akta pencabutan
banding kasasi,atauPK

Tanda terima pencabutan
lbanding, kasasi,PKtelah diketik

15menit

3. Meminta tanda tangan Akta
Pencabutan kepada Panitera

Panitera menandatangani tanda terima
pencabutan banding, kasasi,dan PK

Smenit

4. Menyerahkan salinan Akta

Tanda terima pencabutan permohonan banding

Bmenit

Pencabutan kepada pihak  kasasi, PK diserahkan kepada pemohon
pemohon, dan kepada
Kepaniteraan muda Pidana
JANGKA WAKTU
: PENYELESAIAN 25 menit
5, BIAYAITARIF - Tidak dipungutbiaya

Tanda terima memori dan kontramemori
banding kasasi,PK

T PENGADUAN

6. PRODUK
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003
3. Melalui nomor Telp.Pengadilan
Tinggi Palembang : (0711) 311
PENGELOLAAN 666

4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281

PENANGGUNGJA
WAB

Panitera Muda Pidana

Hadi Candra, S.H.
INIP. 19760808 200904 1 001
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Il. Bagian Perdata

A. Prosedur Pelayanan Gugatan / Gugatan Sederhana / Perlawanan /Bantahan / Intervensi/ Eksekusi / Konsinyasi

1. DASARHUKUM

Permohonan Pendaftaran Perkara
Gugatan /Gugatan Sederhana/
Perlawaanan /Bantahan / Intervensi,
Eksekusi,Konsinyasi

1. Rechtreglement voor
deBuiten gewesten (R.Bg).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
tentang Mahkamah Agungsebagaimana
telah diubah danditambah dengan
Undang-undang Nomor § Tahun 2004
terakhirdengan Undang-undang Nomor
3Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;

3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
R.I Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

4. Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor : 49Tahun
2009 Tentang Peradilan Umum

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
NegaraNomor:Per/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan
Peradilan

8. Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung

RI No. 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur dilingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada dibawahnya

11. Peraturan Menpan Nomor ; 35Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

10.

2. PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist;
2. Datalldentitas para Pihak.

1. Menerima pendaftaran Surat Perkara

Petugas PTSP memverifikasi pendaftaran

yang sudah bemomor perkara

PROSED
3 W A?;U MR 0AN Gugatan / Permohonan /Eksekusi / gugatan melalui e courtdan pendaftaran 10 menit
) PELAYANAN konsinyasi daripengaju eksekusi serta konsinyasi dari pengaju
2. Memeriksakelengkapanberkas Mengecek kelengkapan berkas Ymenn
3. Menanyakan rincian biaya perkara Mengecek rincian biaya perkara sesuai SK 10 menit
ke Panmud Perdata Ketua Pengadilan Neger iSekayu :
4. Memberi rincian pembayaranpanjar  [Memberi rincian biaya sesuai SK KetuaPN
perkara kepada pihak Denpassar terkair baya perkara untu 5 menit
keksekusi dan konsinyasi
5. Menerima Slip setoran Bank Pihak [Mengecek pembayaran dari bank dan
dan memberikan SKUM Panjar perkara jmemberikan SKUM kepada para pihak & mori
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6. Menyerahkan SKUM dan [SKUMditerimapihak
satusurat Gugatan / 5 menit
Permohonan  /Eksekusi  /
Konsinyasi kepada pihak.

JANGKA WAKTU s it
4, | PENYELESAIAN men

- Biayadipungut sesuai dengan

SK Ketua Pengadilan Negeri
5. | BIAYAITARIF tentang blaya perkara dan
PNBP

6. | PRODUK Berkasperkara

1. Melaluia plikasi SIWAS

2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003

3. Melalui nomor Telp.Pengadilan

PENGELOLAAN Tinggi Palembang : (0711) 311

1. PENGADUAN 666

4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281

Panitera Muda Perdata Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.
g |FENANGOUNGIAWAD NIP. 19830810 200912 1 004
INIP.196512311985031021

B. Prosedur Pelayanan Prosedur Pelayanan upaya hukum perkara perdata

1. DASAR HUKUM Upaya hukum, banding, 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
kasasi,Peninjauan Kembali tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah danditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004

terakhirdengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
R. Nomor 3 Tahun 1998Tentang
Penyelesaian Perkara
3. Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 48Tahun
2009 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor:Per/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
6. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/IV2012tentang
Standar Pelayanan Peradilan

7. Bukul dan I tentang Pedoman
PelaksanaanTugas dan
Administrasi Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata
KerjaKepaniteraan dan
KesekretariatanPeradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun
2012tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
dilingkungan Mahkamah Agung dan
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Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor :
35Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi

4. | PENYELESAIAN

Pemerintah.
Berkas Lengkap sesuai
Checklist;
%~ [VERGIARAIAN Data/ Identitas para Pihak.
Menerima permohonan upaya
PROSEDUR DAN hukum banding, kasasi, PK, dan |Petugas PTSP menerima permohonan
3. | WAKTU PELAYANAN Grasi S ment
Memeriksa persyaratan berkas
permohonan upaya hukum Panmud mengecek persyaratan permohonan 10 menit
banding kasasi,PK.danGrasi _|upaya hukum banding kasasi,PK
Membuat Akta
banding kasasi,PK, dan Grasi  [Pelugas mejall membuat akta
setelah prosesinput SIPP 15 menit
dilakukan.
Pemeriksaan ulang
persyaratandan menandatangani |Panitera mengecek kelengkapan .
aktapermohonanbanding kasasi danpersyaratan 6 menit
Tanda terima Akta
banding kasasi, PK, dan Grasi  |Panitera telah menandatangani aktata dan )
kepadapemohon terima upaya hukum 3 menit
Menyerahkan Berkas
Permohonan ke Kepaniteraan  {Akta dan tanda terima diserahkan kepada
Muda Pidana. pemohon 5 menit
JANGKA WAKTU .
45 menit

5. | BIAYAITARIF

Biaya dipungut sesuai dengan
SK Ketua Pengadilan
Negeritentang biaya perkara
danPNBP

6. | PRODUK

Berkas perkara

PENGELOLAAN
7. | PENGADUAN

Melaluiaplikasi SIWAS
Melalui nomor Telp. BAWAS

:(021)255 783 003

Melalui nomor Telp.Pengadilan

Tinggi Palembang : (0711) 311

666
Melalui Nomor Telp.Pengadilan

Negeri Sekayu : (0714) 321 281

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Perdata

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.
INIP. 19830810 200912 1 004
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C. Prosedur Pelayanan Penerimaanmemori, Kontra Memori Banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali perkara perdata

1. DASAR HUKUM Penerimaan memori, kontra memori 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
banding, kasasi, dan Peninjauan tentang Mahkamah Agung sebagaimana
Kembali telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor § Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor
3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran  Ketua Mahkamah
Agung R. Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 49Tahun
2009 Tentang Peradilan Umum

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor:Perf21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/I/2012
tentang Standar Pelayanan
Peradilan

7. Buku I dan |l tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan

9. Peraturan Sekretaris MahkamahAgung
RI No. 002 Tahun 2012tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

1.  Berkas Lengkap sesuai
2 PERSYARATAN Checklist;
2. Datalldentitas paraPihak.

PROSEDUR DAN 1. Menerima memori fkontra memori Petugas PTSP menerima memori kontra
3. | WAKTU banding kasasi,PK memori banding, kasasi,PK Smenit
PELAYANAN
2. Membuat tanda terima memori Tanda terima memori banding, kasasi,PK telah 10menit
fkontra memori banding kasasi diketik
| aktePK
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3. Menyerahkan tanda terima Panitera menandatangani tanda terima
memori/kontramemoribanding memori banding kasasi,PK S
kepada petugas untuk meminta
tandatangan Panitera

4.  Menyerahkan tanda terimamemori Tanda terima memori banding, kasasi,PK
Ikontra memoribanding, kasasi/ diserahkan kepada pemohon
PK kepada pihak pemohon / 5 menit
termohon (kontramemori)

JANGKA WAKTU :
4| PENYELESAIAN 2ok
5. | BIAYAITARIF -Tidak Biaya dipungut
6. | Probuk Tanda Ferima_ memori Qan kontra

memori banding kasasi,PK

1. Melalui aplikasi SIWAS

2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003

3. Melalui nomor Telp.Pengadilan

LAANPE
7. :g;:\?:lilﬁl Tinggi Palembang : (0711) 311 666

4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281

PENANGGUNGJA : Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.
8 | was Panitera Muda Perdata NIP. 19830810 200912 1 004

D. Prosedur Pelayanan Penerimaan Permohonan Pencabutan banding,kasasi dan Peninjauan Kembali perkara perdata

1. DASAR HUKUM Penerimaan permohonan pencabutan 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
banding, kasasi, dan Peninjauan tentang Mahkamah Agung sebagaimana
Kembali telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
R.I Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 48Tahun
2009 Tentang Peradilan Umum

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
NegaraNomor:Per/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/I1/2012
tentang Standar Pelayanan
Peradilan

7. Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
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8. Pemma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl No. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

2. | PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist;
2. Data/ldentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN 1. Menerima permohonan pencabutan Petugas PTSP menerima surat
3 WAKTU perkara banding kasasi dan PK permohonan pencabutan 5 menit
PELAYANAN banding,kasasi,PK
2. Membuat akta pencabutan Tanda terima pencabutan banding, 10 menit
banding kasasi,atau PK kasasi,PK telah diketik
3. Meminta tanda tangan Akta Panitera menandatangani tanda terima
Pencabutan kepada Panitera pencabutan banding kasasi,dan PK 5 menit
4.  Menyerahkan salinan Tanda terima pencabutan pen'nohonan'
AktaPencabutan kepada pihak banding , kasasi, PK diserahkan kepada ;
§ menit
pemohon, dan kepada pemohon
Kepaniteraan muda Perdata
" JANGKA WAKTU 25 meni
" | PENYELESAIAN ANk

5. | BIAYAITARIF

-TidakBiaya dipungut

Tanda terima memori dan kontra

5 | PRODUK memori banding,kasasi,PK
1. Melaluiaplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003
3. Melalui nomor Telp.Pengadilan
PENGELOLAANPE
T | NGADUAN Tinggi Palembang : (0711) 311 666
4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281
8 PENANGGUNGJA Pani Muda Perd Ennk Pedi Endora, S.H., MM.
- | waB anitera Muda Perdata NIP. 19830810 200912 1 004
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M. Bagian Hukum
A. Prosedur Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa

1. DASAR HUKUM Penerimaan Pendaftaran Surat Kuasa 1. Rechtreglement voor de
dan Akta Notaris Buitengewesten(R.Bg).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor
3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
R.I Nomor 3 Tahun 1998Tentang
Penyelesaian Perkara

4. Undang-undang Nomor : 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor : 49Tahun
2009 Tentang Peradilan Umum

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor:Perf21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
(SOP)Administrasi Pemerintahan.

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/I2012
tentang Standar Pelayanan
Peradilan

8. Buku I dan Il tentang Pedoman
PelaksanaanTugas dan Administrasi
Peradilan

9. Perma No. 7 Tahun 2015
TentangOrganisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
RI No. 002 Tahun 2012tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
Peraturan Menpan Nomor : 35Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

1.  Berkas Lengkap

2 sesuaiChecklist,
PERSYARATAN 2. Datalldentitas paraPihak.
1. Menerima pendaftaran Petugas PTSP menerima pendaftaran
danmengecek kelengkapan permohonan surat kuasal akta notans
3 PROSEDUR DAN persyaratan berkas /permchonan 10 menit

WAKTUPELAYANAN surat kuasa daripemohon

2. Menyerahkan ke Bagianpanmud Proses registrasi surat kuasa

Hukum untukdiproses 10 menkt
3. Menerima Surat Kuasa yang telah Surat kuasa diserahkan ke Panitera untuk
ditandatangani panitera, ditandatangani dan diserahkan ke pemohon 10 menit

menyerahkannya kembalike pemohon.
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JANGKA WAKTU

4| PENYELESAIAN Ao
- Dipungut biayaPNBPRp.
5. BIAYAITARIF 10.000 sesuai Perpres No
5tahun2019
6. PRODUK Surat kuasa yang sudah dilegalisir
1.  MelaluiaplikasiSIWAS
Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003
PENGELOLAANPE 3. I'»jlelaI‘m nomor Telp.Pengadilan
7. NGADUAN Tinggi Palembang : (0711) 311 666
4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281
PENANGGUNGJA " Rina Silviana, S.H., MH.
& | was PaniteraMudaHukum NIP. 19840921 201212 2 001

1. DASAR HUKUM

Penerimaan Permohonan Surat
Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

B. Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

10.

Rechtreglement voor de
Buitengewesten(R.Bg).

Undang-undang Nomor 14 Tahun1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor
3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
R.I Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomor : 48Tahun

2009 tentang KekuasaanKehakiman.
Undang-Undang Nomor : 49Tahun
2009 Tentang Peradilan Umum
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor:Per/21/M.PAN/11/2008,

tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur
(SOP)Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor :026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan

Peradilan

Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl No. 002 Tahun 2012tentang
Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di
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lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
Peraturan Menpan Nomor : 35Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

2. PERSYARATAN

1.  Berkas Lengkap
sesuaiChecklist;
2.  Datalldentitas paraPihak.

1. Menerima dari pemohon melaluiaplikasi

Petugas PTSP menerima pendaftaran

PRE=E R dan mengecek kelengkapan suratdan | permohonan surat keterangan melalui aplikasi .
% WAKTY memverifikasi eraterang dan memverifikasi ChL
PELAYANAN 1
2 Mengecek kelengkapan data dari Mengecek kelengkapan berkas dalam system 10 menit
kepaniteraan pidana / perdata sesuai dan mengecek dalam SIPP
data yang ada di SIPP
3.Mencetak surat keterangan tidak Surat keterangan dicetak melalui
tersangkut perkara melalui aplikasi 10 menit
aplikasi,Diperiksa oleh Panitera
4, Dikeluarkan surat keterangan melalui Surat keterangan ditandatangani KPN
aplikasi untuk ditandatangani kode 20 menit
sandi KPN
5. Surat diserahkan kembali kepihak Surat keterangan diserahkan kepemohon 10 menit
pemohon
4 JANGKA WAKTU 60 it
* | PENYELESAIAN ment

5. BIAYAITARIF

- Dipungut biayaPNBPRp.
10.000 sesuai Perpres No 5 tahun
2019

6. | PRODUK Surat kuasa yang sudah dilegalisir
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003
3. Melalui nomor Telp.Pengadilan
T. :Z’;?E;::‘WNPE Tinggi Palembang : (0711) 311 666
4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Negeri Sekayu : (0714) 321 281
PENANGGUNGJA ; Rina Silviana, S.H., M.H.
5 | was AR NIP. 19340921 201212 2 001
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IV. Bagian Umum dan Keuangan

A,

Prosedur Pelayanan Pengelolaan Surat Masuk

7. | PENGADUAN

666
4. Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Neger iSekayu :(0714)321 281

SK KMA No.
1. DASAR HUKUM Pengelolaan Surat Keluar DZ&'KMA.-‘SK.-‘IUZ(IJm.entang Standar
Pelayanan Peradilan;
Peraturan-peraturan lain terkait.
2 1. Surat;
’ PERSYARATAN 2. Tanda Terima Surat.
. Menerima dan membuka surat, PetugasPTSP:
memberi stempel,menscan dokumen / Su:jal masuk sudah !er agenda dalam
surat,mengklasifikasikan suratsesuai aplikasi PTSP dan dilengkap lembar
pembagian tugas danwewenang pengantar suraL.
antara ketua danwakil ketua,
menginput pada aplikasi PTSP
PROSEDUR DAN (Register SuratMasuk), mengisi
3. | WAKTU Lembar Pengantar Surat, kecualiSurat 10 menit
PELAYANAN dengan kode R(Rahasia) / SR (Sangat
Rahasia) pada amplop langsung
diserahkan ke Sekretaris.
2. Membaca dan mendisposisi surat Ketua/WakilKetua :Surat
masuk pada aplikasi PTSP. telahdidisposisiketua/WakilKetua. 5 menit
3. Mendisposisi surat sesuai instruksi Panitera dan / Sekretaris :Surat telah
Ketua/WakilKetua. didisposisi Paniteradanatau :
: 5 menit
Sekretaris.
PetugasPTSP:
4. Mengecek surat yang telah Dokumen surat asli
didisposisi dari Panitera dan/atau (hardcopy)dan disposisinya
Sekretaris pada aplikasi PTSP, telah diterima masing-
mendistribusikan dokumen surat masing bagian.
asli kemasing-masing sub 30 menit
bagianserta meminta tanda tangan
penerima pada lembar pengantar
surat.
JANGKA WAKTU 40 menit
4, | PENYELESAIAN
- T . .
5 | BIAYATARE idak dipungut biaya
Surat masuk diterima / disposisi
[didistribusikan, dan dilaksanakan
6. | ProDUK kepihak yang dituju.
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS
:(021)255 783 003
3. Melalui nomor Telp.Pengadilan
PENGELOLAAN Tinggi Palembang :(0711) 311
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8. [PENANGGUNG JAWAB

Kepala Sub Bagian Umum
danKeuangan

Sahruri, S.Kom.
NIP.19860320 200904 1 003

B. Prosedur Pelayanan Pengelolaan Surat Keluar

1. SK KMA No. 026/KMA/SK/II12012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;
1. DASAR HUKUM P ;
R SURIREN 2. Peraturan-peraturan lain terkait.
1. Surat Untuk Arsip
z PERSYARATAN TandaTerimaSurat
1. Menerima dan men scan dokumen Petugas PTSP:
PROSEDUR DAN | surat, menginput surat ke dalam Surat dinas sudah terinput dalam aplikasi :
3. WAKTU eplikas PTSP 10 menit
PELAYANAN ’
ANA PTSP(RegisterSuratKeluar).
2. Memeriksa kelengkapan surat keluar, | Petugas PTSP: Surat-surat keluar yang siap
mengamplopkan serta mengumpulkan|  dikiim
surat keluaryangakan dikirim s/d jam 30 menit
12.00 Wita.
3. Menggolongkan surat keluarke Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan: Surat
dalam pengiriman dalam atau luar keluar sudah terklasifikasikan pengiimannya.
kota dan mencatatnya ke buku 5 menit
ekspedisi.
4. Mengirim surat sesuai dengan alamat | Sta fSub Bagian Umum dan Keuangan:
tujuan. 120 menit
- Suratkeluartelahterkirim;
- Buku Ekspedisi telah
ditandatangani olehpenerima.
5. Mengarsipkan salinanffotocopy a.PelugasPTSP: 5 menit
surat keluar. Arsip surat keluar sudah tertata dan
tersimpan didalam odner.
4 | JANGKAWAKTU 170 menit
PENYELESAIAN
5. BIAYATTARIE -Tidak dipungut biaya
Surat keluar dicatat dan dikiimke alamat]
6. PRODUK ang dituju, arsipnyaditatarapi.
1. Melalui aplikas iSIWAS
2. Melalui nomorTelp.BAWA :
(021)255783003
3. Melalui nomor
7. Telp.Pengadilan Tinggi
Palembang:
711) 311
PENGELOLAAN ﬁ | [}.BN o
PENGADUAN A; AN homoe
Telp.Pengadilan
Neger iSekayu:
(0714)321 281
8 PENANGGUNG Kepala Sub Bagian Umum dan Sahruri, S.Kom.
JAWAB Keuangan NIP.19860320 200904 1 003
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C. Prosedur Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar

1. DASAR HUKUM

Informasi Surat Masuk dan
Surat Keluar

1. SKKMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;
2. Peraturan-peratura nlain terkait.

2. PERSYARATAN

Surat Masukatau
SuratKeluar/NomorSurat;
TandaTerimaSurat

PROSEDUR DAN
3. | WAKTU
PELAYANAN

Menerima dan mengecek
dokumen / surat masuk atau
surat keluar yang hendak
dimintakan informasi.

a.  PetugasPTSP:

Mengecek nomor dokumen / surat yang

dimaksud.

5 menit

Memeriksa catatan dokumen
f surat masu katau surat
keluar.

a.  PelugasPTSP:

Mengecek pada daftar catatan buku surat

masuk atau surat keluar.

5 menit

.Memberitahukan mengenai
surat masuk atau surat keluar
sesuai informasi yang
dibutuhkan.

a.  Petugas PTSP :Memberikan
informasi yang dibutuhkan.

10 menit

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

20 menit

BIAYA/TARIF

-Tidak dipungut biaya

PRODUK

Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar.

PENGELOLAAN
PENGADUAN

[ &

MelaluiaplikasiSIWAS
Melalui nomor
Telp.BAWAS:
(021)255783003
Melalui nomor
Telp.Pengadilan Tinggi
Palembang:

(0711) 311 666
Melalui Nomor
Telp.Pengadilan Neger i
Sekayu:

(0714)321 281

PENANGGUNG
JAWAB

[Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan

Sahruri, 5.Kom.
NIP.19860320 200904 1 003

25|Pedoman Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Sekayu




D.

Prosedur Permohonan Penandatanganan SPPD

1. SKKMANo.
Permohonan 026/KMA/SK/11/2012tentangStandarPelayana
L. | PASARHURM Penandatanganan SPPD nPeradilan
2. Peraturan-peraturanlainterkait.
1. SuratTugas;
2. | PERSYARATAN <. S Ra
PerjalananDinasyang
akanditandatangani.
3 ;i??rinm AN A.  Menerima dan mengecek Petugas PTSP : 10 menit
PELAYANAN dokumen SPPD. DokumenSPPD.
B.  Memeriksa seluruh PetugasPTSP:
kelengkapan persyaratan - SPPDlengkap
untuk penandatanganan - Membawa dokumen SPPD kepada 15 menit
SPPD. pejabat yang berwenang
menandatangani.
C.  Memberikan kembali Petugas PTSP:
dokumen SPPD kepada - SPPD yangq telah ditandatangani dicap
bersangkutan yang basah dan dikembalikan kepada yang 15 menit
membawa dokumen SPPD. bersangkutan,
4 JANGKA WAKTU 4 :
* | PENYELESAIAN e
5. BIAYAI TARIF -Tidak dipungut biaya
SPPD yang telah
6. PRODUK ditandatangani dan dicap
basah.
1. Melalui aplikasi SIWAS
PENGELOLAAN 2. Melalui nomor
T | PENGADUAN THRBAWAS:
(021)255783003
3. Melalui nomor
Telp.Pengadilan Tinggi
Palembang:
(0711) 311 666
4. Melalui Nomor
Telp.Pengadilan Neger
iSekayu:
(0714)321 281
PENANGGUNG Kepala Sub Bagian Umum dan  [Sahruri, S.Kom.
JAWAB Keuangan INIP.19860320 200904 1 003
8.
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V. Bagian E-Court
A. Membuat Akun UserE-Court Bagi Pengguna Lainnya.

1. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

2. SKKMA No. 129/KMA/SK/VIINF2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik.

3. SKDirjen
No.3239/DJUISK/HM02.3/11/2019

4. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

1 DASAR HUKUM Membuat aku.n user e-court bagi
Pengguna Lainnya.

a. Perorangan meliputi:

«  Nama;
«  TempatLahir;
+  TanggalLahir;
« NIK;
Identitas Pengguna Lainnya e KTP/Passpor;
a.  Perorangan «  Nomor Rekening Bank;
2, PERSYARATAN b.  Pemerintah *  Nomor Handphone;
c. BadanH ukum . Email;
d.  Kuasa Insidentil e Alamat;
. JenisKelamin;
e Agama;
*  Pekerjaan;
«  Status Kawin;

. Pendidikan Terakhir.

b. Pemerintah:

. Nama Instansi;

. Alamat Instansi;

. Email Instansi;

»  Nama yang mewakili/ yang
dikuasakan;

. NIP;

e Rekening Bank;

= Nomor Telepon/Handphone;

s  Email yang mewakili/ yang
dikuasakan;

*  Alamat yang mewakili/ yang
dikuasakan.
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c. Badan Hukum:

¢ Nama Perusahaan/ Organisasi;

«  Tanggal dan Nomor Akta
Pendirian;

+  Tanggal dan Nomor SK Menteri
Hukum dan HAM,;

e Alamat Badan Hukum;

. Email Badan Hukum;

e Nama yang mewakil/
yangdiwakilkan;

»  RekeningBank;

»  NomorTelepon/ Handphone;

»  Email yang mewakili/
yangdiwakilkan;

«  Alamat yang mewakili/
yangdiwakilkan.

d. Kuasalnsidentil:

« Nama;

«  TempatLahir,
»  TanggallLahir;
« NIK;

»  RekeningBank;
«  NomorTelepon/ Handphone;

e Email,

o Alamat;

«  Agama;

«  Pekerjaan;

o  StatusKawin;
«  PendidikanTerakhir.

Hukum/ Kuasa Insidentil)
d. Mengisi data pihak sesuai dengan

yang diminta

Mﬂﬁkukan login pada aplikasi e- | ogin menggunakan akun Administrator 5 menit
b Pengadilan i
PROSEDUR DAN gackian Negah Sekapu
3. WAKTU PELAYANAN
M:;am'ﬁhk?“ PE“ﬂDU"a Lain | a2 Memilih menu Pengguna Lain, lalu
BRSSO pilin Tambah Pengguna
. Pilih tombol + Tambah Pengguna
c. Memilih klasifikasi Pengguna Lainnya
(Perorangan/ Pemerintah/ Badan -
10 menit
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e. Memfoto atau scan data pihak
sepertiKTP/ Passpor/ SK ataupun
idenitas lain yang dibutuhkan

f.  Mengupload berkas data pihak yang
telah disiapkan sebelumnya

g. Melakukan verifikasi data pihak untuk
mendapatkan password akun ecourt

Memastikan pengguna lain telah
mendapatkan email validasi dari
Aplikasi E-court Mahkamah
Agung.

Petugas e-court menjelaskan kepada Pengguna
Lain bahwa ia telah memilikiakun ecourt dan
dapat melakukan login menggunakan email dan
password yangdikirim ecourt mahkamah agung
melalui email

15 menit

4, ANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

30 menit

BIAYAS TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK

Pengguna Lain mendapatkan akun
ecourt untuk dapat mendaftarkan
perkaranya (permohonan/ gugatan/
gugatan sederhana/bantahan)

PENGELOLAAN
PENGADUAN

Melalui

aplikasiSIWAS

Melalui nomor
Telp.BAWAS ;
(021)255783003
Melalui nomor
Telp.Pengadilan Tinggi
Palembang:

(0711) 311 666
Melalui Nomor Telp.Pengadilan
Neger | Sekayu:
(0714)321 281

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Muda Perdata

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.
NIP. 19830810 200912 1 004
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B.  Mendaftarkan Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Dan Bantahan Secara Online Bagi Pengguna
Lain.

1. DASAR HUKUM

Mendaftarkan Permohonan,
Gugatan, Gugatan Sederhana, dan
Bantahan secara online bagi
Pengguna Lain.

1. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

2. SKKMA No. 129/KMA/SK/VII2019tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik.

3. SKDirjen
No.3239/DJU/SK/IHM02.3/11/2019

4. Peraturan-peratura terkait lainnya.

2. PERSYARATAN

1. Berkas Permchonan
/Gugatan/ Gugatan
Sederhana/ Bantahan

2. Bukti Awal

a.  Berkas disiapkan dalam bentuk
hardcopy dan softcopy

b.  Berkas dalam bentuk hardcopy telah
ditandatangani pihak

€.  Berkas sudah dilegalisir dikantor pos

PROSEDUR
3. | DANWAKTU
PELAYANAN

A.  Menyiapkan berkas yang
akan diupload nantinya

a.  Melakukan scan pada berkas
permohonan/gugatan/qugatan sederhana
/bantahan supaya berkas dalam format
PDF

b.  Melakukan scan pada bukti awal supaya
berkas dalam format PDF

c.  Mencopy softcopy berkas
permohonan/gugatan/gugatan
sederhana/bantahan yang sudah
disiapkan pihak dan memastikanberkas
sudah dalam format DOC/RTF

5 menit

B.  Melakukan Login pada

aplikasi e-court

Login menggunakan akun Pengguna
Lainnya yang telah didaftarkan sebelumnya

10 menit

C.  Mendaftarkan Perkara

Permohonan/ Gugatan
fGugatan Sederhana
[Bantahan

a.  Memilih menu mendaftarkan perkara, lalu
pilih klasifikasi pendaftaran perkara online
Permohonan/Gugatan/ Gugatan Sederhana
[Bantahan

b.  Memilih dan memastikan pengadilan yang
dituju adalah Pengadilan Neger | Sekayu

c.  Pilih tombol daftar dan mendapatkan nomor
register pendaftaran pada akun ecourt

d.  Mengisi data pihak sesuai dengan yang ada
pada berkas Permohonan /Gugatan/
Gugatan Sederhana /Bantahan

10 menit
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e.  Mengupload berkas-berkas softcopy yang
sudah disiapkan sebelumnya Mencetak
Skum dan Nomeor Virtual Account
D. Memberikan penjelasan a. Memberikan penjelasan terkait
lanjutan carapembayaran
b. Memberikan penjelasan mengenai
pemberitahuan nomor perkara dan
jadwal sidang melalui email maupun 10 menit
dengan cara mengecek akun ecourt
c. Memberikan penjelasan terkait berkasapa
saja yang harus dibawa pada saathari
sidang
5. | PENYELESAIAN 35 menit
5. | BIAYAITARIF - Tidak dipungut biaya
Pengguna Lainnya berhasil
mendaftarkan perkaranya
{permohonan/ gugatan/gugatan
sederhana/bantahan) serta
mendapatkan SKUM danNomor
% FEOoUk Virtual icouunt
untukpembayarannya
1. Melalui aplikasi
SIWAS
2. Melalui nomor
Telp.BAWAS :
(021)255783003
3. Melalui nomor
Telp.Pengadilan Tinggi
PENGELOLAAN Eaeang:
7. | PENGADUAN (0711) 311666
4,  Melalui Nomor
Telp.Pengadilan Neger |
Sekayu:
(0714)321 281
Panitera Muda Perdata Enrik Pedi Endora, SH., M.M.
g. |PENANGGUNG JAWAB NIP. 19830810 200912 1 004
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C. Mendaftarkan Mendaftarkan Email Advokat Yang Berstatus Sebagai Tergugat Agar Dapat Melakukan
Persidangan Secara E-Litigasi

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

2. SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan

Mendaftarkan email Advokat yang Persidangan Di Pengadilan Secara
berstatus sebagai Tergugat agar Elektronik.

L DASAR HUKUM dapat melakukan persidangan 3. SKDiren
secara E-litigasi No.3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019

4. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

a.  Akun ecourt yang

. sudahterverifikasioleh Pemngadilan

2. | PERSYARATAN | 1- Advokattelah memilki Tinggi di mana Advokat disumpah
akun ecourt b.  Surat Kuasa yang telah dilegalisir

2. Surat Kuasa sebelumnya di PTSP bagian Hukum

A, Melakukan Login pada a. Login menggunakan akun
PROSEDUR DAN aplikasi e-court Administrator Pengadilan Neger |
3. | WAKTU Sekayu

PELAYANAN b. Mencari data perkara pada aplikasi
ecourt dengan mencari nomor
perkaranya

5 menit

B. Mengecek surat kuasa a. Memastikan bahwa pihak
yangmemberi kuasa dalam surat kuasa
tersebut adalah benar sebagai 5 menit
pihakTergugat dalam perkara yang
dimaksud

b. Memastikan bahwa surat kuasa tersebut
sudah di legalisir pada
PTSPbagianHukum

C. Mendaftarkan Kuasa Hukum | a. Menambahkan Kuasa Hukum pada
Tergugat pada aplikasi ecour kolom Kuasa Hukum Tergugat
b. Memastikan bahwa persetujuan pihak
tergugat dalam melakukan persidangan
secara online dalam aplikasi ecourt
sudah aktif

10 menit
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D. Memberikan penjelasan

lanjutan

Memperiihatkan kepada Advokat

bahwa pada kolom kuasa

hukumtergugat sudah terisi, dan

sudah tertandai persetujuan
persidangan secara online

Memberikan penjelasan lainnya
yangperiu diketahui oleh Advokat terkait

prosese-litigasi

10 menit

4 | JANGKA
WAKTU
PENYELESAIAN

30 menit

BIAYA/ TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK

Advokat dapat melakukan
persidangan secara e-litigasi

PENGELOLAAN
7. | PENGADUAN

Melalui

aplikasiSIWAS

Melalui nomor
Telp.BAWAS
(021)255783003
Melalui nomor
Telp.Pengadilan Tinggi
Palembang:

(0711) 311 666

Melalui Nomor
Telp.Pengadilan Neger
iSekayu:

(0714)321 281

PENANGGUNG
8. | JAWAB

Panitera Muda Perdata

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.
NIP. 19830810 200912 1 004
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